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Menimbang : a. bahwa informasi publik yang dikecualikan di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah 

diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu 

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 

organisasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
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Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5053); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non  Departemen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 11); 
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7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 594); 

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang 

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 932); 

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1714); 

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat 

dan Makanan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG 

DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT 

DAN MAKANAN. 
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Pasal 1 

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai 

dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum 

didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul 

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta 

setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup 

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih 

besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

 

Pasal 2 

Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, dikategorikan menjadi: 

a. surat-surat atau dokumen Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang substansinya menurut peraturan 

perundang-undangan harus dirahasiakan; 

b. data dan informasi terkait kegiatan pengawasan obat dan 

makanan; 

c. surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi 

dalam maupun luar negeri; 

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; 

e. informasi yang terkait dengan sistem keamanan  

teknologi informasi; dan 

f. dokumen terkait perkara hukum.  

 

Pasal 3 

Daftar dokumen Informasi Publik yang dikecualikan di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala 

Badan ini. 

 

Pasal 4 

Dalam hal terdapat 2 (dua) jenis informasi dalam suatu 

dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian 

yang merupakan kategori informasi publik yang dikecualikan. 
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Pasal 5 

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di 

pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa 

Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara 

Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh 

undang-undang dapat membuka Informasi Publik yang 

dikecualikan. 

 

Pasal 6 

Pembukaan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan sepanjang yang mengatur Informasi 

Publik yang dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 8 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

www.peraturan.go.id


